Jakarta, 17 Februari 2020

Kepada Yth. PERBAIKAN PERMOHONAN
KETUA MAHKAMAH | NO... 3. /PUU- KW 12020,
KONSTITUSI REPUBLIK Hari ... o
INDONESIA Tanggal .. 13.-Z- ZoZp

J1. Medan Merdeka Barat No. 6 Jam 13 SH LB

Jakarta Pusat 10110

ayat (2) Undang-

Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96) terhadap Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahup 1945,

Dengan hormat,

Kami yang bertandatangan dj bawah ini;

1.  Nama : Eliadi Huly
Tempat, Tanggal lahir : Fadoro, 06 November 1997
Pekerjaan - - Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krj Sten Indonesia
Kewarganegaraan : Indonesia |
Alamat : Fadoro, RT/RW 002/001, Desa Ononamolo Tumuta, Kecamatan

Alasa, Nias Utara, Sumatera Utara |

NIK : 1204040611970003

Selanjumya disebut seb 2 -

~---Pemohon I

2. Nama : Ruben Saputra Hasikolan Nababan
Tempat, Tangga! lahir - Medan, 21 Januari 1998
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat

: Jalan Bamby Kuning 111 No 492 RT/RW 016/008 Jakarta Timur
NIK :3175072101980006

Selanjutnya disebut SEDAZRT ——mmme

_________ Pemohon i;




Dalam hal ini bertindak masing-masing atas nama dirinya sendirinya maupun bersama-sama
sebagai Pemohon I dan Pemohon II;

Selanjutnya disebut sebagai ' . Para Pemohon;

Para Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 107 ayat (2) dan Pasal 293 |
ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang

dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 (Bukti P-1) yang
menyatakan; :

Pasal 107 ayat (2) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:
“pengemudi Sepeda Motor selain mamatuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada
avat (1) wajib menyalakan lampu wiama pada siang hari” ‘
Pasal 293 ayat (2) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:
“setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan tanpa menyalakan lampu
utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dipidana
-dengan pldana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak
Rp100.000,00 (seratus riby rupiah).”
Terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Bukti P-2)
yang menyatakan:
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:

“Setiap orang berhck atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum
yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

L KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Mendasarkan pada ketentuan Pasal 24 C Ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 Ayat (1) huruf
a Undang-undang Nomor 24 -Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitus; (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 70) salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusiadalah melakukan
pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
(UUD 1945); '




. Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang—(}ndang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun - 99 tentan;

Pasal 24 C Ayat (1) UUD 1945, antara lain, menyatakan:
“Mahkamah Konstiysi berwenang mengadili pada tingkat pertama

Undang terhadap Undang-Undeang Dasar, memutus sengketa

kewenangan lembaga negarq yang kewenangannyq diberikan oleh
Undang-Undang Dasar, memutys pembubaran partai politik, dan

a. menguji undang-undang terhadap Undang—Undang Das: -

b. memutus sengketa kewenangan lembaga negarq yang kewenangannya
diberikan oleh Undang- Undang Dasar:

C. memutus pembubaran partai polotik:

d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan wumum.

2. Bahwa Pasa] 2 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diy' p dengan

Undang—undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lemb: 1 Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70) mengatur bahwa Mahkamah Xonstitusi
merupakan salah saty lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman ya- 3 merdeka
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, <hususnya
berkaitan dengan Pengujian norma undang-undang yang dianggap bertcntan ©n dengan

Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambaha- Lembarar
Negara Nomor 5076), selanjutnya disebut “UU KK” menyatakan: “Mabkame. Konstitusi

berwenang mengadili pada tingkar pertama dan tergichir yang putusannya b - sifat final
untuk:

. menguji undang-undang terhadap Umdang-Undang Dasar Negara Republi'- indonesiq
Tahun 1945

b.  memutus sSengketa kewenangan lem haga necarqg yang kewenangamr_m diberi: 1 oleh
Undang-(ﬁxfang Dasar Negara Repehfilc ndonesiq Tahun 1945:
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¢. memutus pembubaran partai politik;
d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan wmum; dan
e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.

- Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183) menyatakan “Dalam hal suaty Undang-
Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesiq
Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”

. Bahwa sebagai pelindung konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berhak memberikan
penafSiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal yang ada di undang-undang agar
berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap
konstitusional pasal-pasal dari undang-undang tersebut marupakan tafsir satu-satunya (the
sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasai-
pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atay multi tafsir dapat pula dimintakan
penafSirannya kepada Mahkamah Konstitusi;

- Bahwa permohonan Para Pemohon adalah menguji Pasal 107 ayat (2) dan Pasal 293 ayat (2)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan g guo;




1. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan
pengujian Undang-Undang terhadap Undang—Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 merupakan salah saty indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif yang
merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip Negara Hukum: |

2. Bahwa Pasal 51 Ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa:

“Pemohon adalah Dihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konsﬂ'(usionalm/a

dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

a. Perorangan warga negara Indonesia;

b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan  sesuqi dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesamén Republik Indonesiq yang diatur
dalam undang-undang; _ '

¢. Badan hukum publik atay privat;atau

d. Lembaga negara.

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) menyatakan:

yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |

Nomor 8 Tahun 2011 sebagai berikut:

a. Adanya hak konstitysional Pemohon yang diberikan olen, Undang-Undang Dasar Negar,
Republik Indonesia 1945

b. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah
dirugikan oleh suan undang-undang yang diuji

¢. Kerugian hak konstitusional tersebut bersifar pesifik dan akinal, aray setidak-tidaknya
bersifat potensial yang menurut penalaran vane @ar dapat dipastikan

d. Ada hubungan schah alibar feausal verband) anmope kerugiam he

{1 ¢

akan tevjadi:

% komstitusiongl dengan
undarg-undang vang dimohonkan pengujion:




hakkonstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
6. Bahwa Para Pemohon adalah perorangan Warga negara Indonesia yang dibuktikan identitas
(Bukti P-3) yang hak-hak konstitusionalnya telah terlanggar dengan keberadaan Pasal 107

ayat (2) dan 293 ayat ) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan;

7. Bahwa Para Pemohon adalah Mahasiswa aktif Fakultas Hulu Universitas Kristen Indonesia
yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), (Bukti P-4);

1C. Bahwa sesuaj dengan ketentuan Pasa] 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Bermotor yang dikemudikan;
Pasal 77 ayat (]):

a. Surat Izin Mengemudi K. endaraan Bermotor perseorangan; dan
b. Surcit Izin Menge mudi Kendaraan Bermotor Unum”,
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Surat Izin Mengemudi untuk Kendaraan Bermotor perseorangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 77 ayat (2) huruf a digolongkan menjadi:

a. Surat Izin Mengemudi A berlghuy untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang

perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3 300 (tiga ribu
lima ratus) kilogram:

b. Surat Izin Mengemudi B I berialy untuk mengemudikan mobil benumpang dan barang

perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima
ratus) kilogram;

c. Surat Izin Mengemudi B If berlaku untuk mengemudikan Kendaraan alat berat, Kendaraan
penarik, atau Kendaraan Bermotor dengan menarik kereta tempelan atgy gandengan

perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk keretq tempelan atay gandengan
lebih dari 1.000 (seribu) kilogram;

disita oleh petugas lalu lintas yang melakukan penilangan terhadap Pemohon | (Bukti P-6);

Motor (Bukti P-7);

KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON
14. Bahwa kerugian Pemohon | . Eliadi Hulu secara Spesifik diuraikan sebagai berikut:

a. Bahwa Pemohon 1 ketika hendak pergi ke kampus untuk mengikuti perkuliahan telah
ditilang oleh Polisi Laiy Lintas (POLANTAS) yang sedang bertugas di daerah JI. DL

e ————




Panjaitan, Jakarta Timur pada hari senin tanggal 08 bulan juli tahun 2019 pukul 09.00
pagi. WIB karena lampu utama sepeda motor yang dikemudikan oleh Pemohon I tidak
menyala. Pemohon I disangkakan telah melanggar ketentuan Pasal 293 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

b. Pada waktu yang sama Pemohon I mengunduh/medownload Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan guna membaca ketentuan Pasal 293
ayat (2) yang terdapat dalam Undang-Undang a quo. setelah membaca ketentuan yang
terdapat dalam Pasal tersebut, Pemohon I bingung terkait dengan frasa “wajib
menyalakan lampu utama pada siang hari” yang menurut pemohon I kewajiban untuk
menyalakan lampu utama sepeda motor hanyalah siang hari, sedangkan pada saat itu
waktu masih menujukan pukul 09.00 WIB pagi namun petugas Polisi Lalu Lintas tersebut
tetap melakukan penilangan terhadap Pemohon L

c. Bahwa sebagai mahasiswa Fakultas Hukum yang merupakan generasi penegak hukum di
republik ini dan juga sebagai ketua UKM FDIM FH UKI, maka sudah menjadi kewajiban
pemohon untuk mengkritisi setiap norma atau pasal yang tidak menganut unsur kepastian
hukum dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar serta berpotensi merugikan dan
meresahkan masyarakat luas;

e. Bahwa kerugian Pemohon I disebabkan oleh adanya ketidakpastian Hukum pada frasa
“siang hari” yang terdapat dalam norma Pasal 107 ayat (2) dan Pasal 293 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Ergo,
kerugian konstitusional yang dialami Pemohon [ adalah kerugian aktual:

15. Bahwa kerugian Pemohon II, Ruben Saputra Hasiholan Nababan secara Spesifik diuraikan
sebagai benkut:
a. Bahwa Pemohon 1I, Ruben Saputra Hasiholan Nababan merupakan pengguna sepeda

motor dan menggunakannya sebagai alat transportasi sehani-hari, termasuk ketika
Pemohon II pergi ke kampus; '

b. Bahwa Pemohon II sedang dibonceng oleh Pemohon | ketika Pemohon I ditilang oleh

Polisi jalu lintas (Polantas) yang sedang bertugas di daerah Ji. DI Panjaitan, Jakarta
Timur oleh Sat Lantas wilayah Jakarta Timur

¢. Bahwa pasal yang disangkakan telah dilanggar oleh Pemotion 1 adalah Pasal 293 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Pemohor i mnerasa bahwa pasal yang disangkakas: wepaaa Pemohon I vidak tepat karena
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Ppada saat dilakukan penilangan terhadap Pemohon | waktu masih menujukan Puky] 09.00
WIB, yang artinya masih pagi hari. _

d. Bahwa sebagai Pengguna sepeda motor dan digunakan sebagai alat transportasi sehari-
hari, maka tidak tertutup kemungkinan kedepannya Pemohon 11 akan mengalami haj} yang
Sama seperti yang dilami oleh Pemohon | yaitu ditilang dengan Pasal 107 ayat (2) yang
ketentuan pidananya terdapat dalam Pasal 293 ayat (2) yang secara nyata tidak
mengandung kepastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 194s;

€. Bahwa sebagai mahasiswa Fakultas Hukum yang merupakan generasi penegak hukum di
republik ini maka sudah menjadi kewajiban pemohon untuk mengkritisi setiap norma atan
pasal yang tidak menganut unsur kepastian hukum dan tidak sesuai dengan Undang-
Undang Dasar serta berpotesnsi merugikan dan meresahkan masyarakat luas;,

16. Dengan demikian terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak
konstitusional pemohon dengan berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan dalam perkara ini
yang telah menyebabkan hak konstitusional Parg Pemohon atas “pengakuan, ja_tminan,

perlindungan dan kepastian hukum yang adil” sebagaimana diberikan oleh Pasa] 28D ayat
(1) UUD 1945 telah dirugikan

konstitusional Para Pemohon dengan berlakunya Pasal 107 ayat (2) dan Pasal 203 ayat (2)
Undang- undang Nomor 22 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Oleh karena kerugian
konstitusional yan g telah dijabarkan telah nyata dialami Para Pemohon, maka Para Pemohon
memiliki kedudukan hukum (legal Standing) sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang
dalam perkara aguo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beseria
Penjeiasannya dan Syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana fertuang dalam Putusan
MK Noinor 006/PUU-HI/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor H/PUU-

V72007, bertanggal 20 September 2007-




bemerintahan, hak atag pengakuan, Jjaminan, perlindungan, dan kepastian serta
kemanfaatan hukum yang adil; '

terhadap hak-hak asasj manusia. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyediakan instrument
berupa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
Perlakuan yang sama dj hadapan hukum, dimana dinyatakan: “Setiap orang berhak atas
Pengakuan, jaminan, perlindungan, dap kepastian hukum Yang adil serta perlakuan yang
sama di hadapan hukum”:

Norma konstitysj dj atas mencerminkan Prinsip-prinsip negara hukum yang berlaku bagi
seluruh manusia Sécara universal. Dalam kualifikasi yang sama, Para Pemohon tidak
mendapat hak atas kepastian hukum akibat adanya ketentuan Pasal 107 ayat (2) dan

Pasal 293 aya; ) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan
Angkutan Jalan;

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183} menvatakan salah samny
asas pembeniukan Peraturang pen z.miang-ur:-:ia.ngan 2dalah adanya kejelasan reimusan;

Bahwa penjelasan Pasal demi gyl atas L-‘ndang-[}ndang Nomor 12 Tahn 2011
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 823 sebagaimana telah diubah

lu




I

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183)
Pasal 5 huruf f bahwa yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa
setiap Peraturan Perundang-Undangan harus memenuhi Persyaratan terknis penyusunan

Interpretasi dalam pelaksanaanya. Namun ketentuan Pasal 107 ayat (2) dan Pasal 293 ayat
(2) tidak mencerminkan asas kejelasan rumusan karena frasa “Pada siang hari” tidak

Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Pcnmdang—undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183) bahwa materi muatan

Peraturan Pmundang-Undangan harus mencerminkan asag ketertiban dan kepastian
hukum;

Bahwa penjelasan pasal demi pasal atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan

hukum” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-Undangan harus dapat mewujudkan
ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Namun keberlakuan
Ppasal-pasal yang dimohonkan tersebut telah nyata-nyata menimbukan ketidakpastian
hukum bagi para pemohon dan bagi masyarakat luas

Bahwa penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Laly
Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 107 ayat (2) dan Pasal 293 hanya berbunyi “cukup jelas”
yang attinva tidak ada pejelasan lanjutan terkait dengan frasa “pada siang hari” sehingga

memminiian ketidakpastian hukum karena tidak ada keiclasan wakem mulai dari pukul
berapa sampai puky; berapa:

11




1L

kebiasaan di dalam masyarakat mengenaj penggunaan istilah “siang hari” tidak terserap
oleh Pasal 107 ayat (2) dan Pasal 293 ayat (2) Undang—Undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas Dap Angkutan Jalan, padahal penyerapan nilai-nilai yang hidup
dalam masyaraat merupakan salah saty kewajiban ketika suatu undang-undang dibuat;

12. Bahwa menurut penalaran wajar dan pemahaman wnum masyarakat Indonesia siang hari

ialah menunjukan pukul 11.00 - 14.00;

Siang dalam aktivitas sehari-hari adalah wak+¢ yang berada di antara pukul 12.01 sampai
pukul 14.00 (Bukti P-8)
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-14. Bahwa menurut salah saty portal media baca online yaitu “Beritatagarld” yang sekarang
telah berubah menjadi “Lokadatald” Pemah memposting berita tentang pembagiaan
waktu sapaan di Indonesia Yang mengatakan sebagai berikut: Selamat pagi ialah pukul
04.00-10.00, Selamat siang ialah pukul 10.00-14.00, Selamat sore ialah pukul 14.00-

18.30, Selamat malam ialah pukul 18.30-04.00, (Bukti P-9)

“makan siang”, “tigur siang”, “selamat siang” pada pukul 11.00-14.00 sehingga
menurut kebiasaan masyarakat Indonesia yang menggunakan pengertian “siang hari”
bukanlah meruyjuk pada pengertian dari Matahari terbit hingga terbenam namun
menujukan waktu ketika pukul 11.00-14.00

16. Bahwa dalam penalaran yang wajar, pemahaman para Pemohon terhadap pembagian satu
hari ialah adanya pembagian tiga bagian yakni “pagi hari” sejak matahari terbit hingga

matahari berada di atas kepala, “siang hari” sejak matahari di atas kepala hingga
tenggelam dan “malam hari” sejak matahari tenggelam hingga matahari terbit.

17. Bahwa jika pembentuk undang-undang membagi hari di Indonesia hanya menjadi dua
bagian yakni siang (sejak matahari terbit hingga matahari terbenam) dan malam (yaitu
sejak matahari terbenam hingga matahari terbit), Sementara “siang” dan “malam” di
wajibkan menyalakan lampu motor laly mengapa tidak di rumuskan dengan

menggunakan frasa “sepanjang hari” sehingga frasa tersebut lebih mengandung
kepastian hukum; :
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19. Bahwa jika mengacu maksud dari pemahaman siang hari ialah dari matahari terbit hingga
matahari terbenam, maka saat Presiden Joko Widodo mengemudikan sepeda motor pada
hari minggu, 04 November 2018 Pukul 06.20 yang notabene nya matahari telah terbit,
tidak di lakukan penilangan oleh petugas lalu lintas terhadap pelanggaran tersebut
sehingga hal ini telah melanggar asas kesamaan dj mata hukum (Equality before the law)

20. Bahwa dari beberapa alasan atau dalil di atas menunjukan tidak adanya keseragaman
pemahaman ditengah-tengah masyarakat Indonesia terkait dengan penggunaan frasa siang
hari, oleh karena nya terhadap frasa “siang hari” menimbulkan ketidakpastian hukum bagi
Para Pemohon dan bahkan bagi masyarakat luas dan secara nyata bertentangan dengan
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945,

IV. PETITUM
Bahwa dari seluruh dalil-dali] yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini para
Pemohon memohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk
kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Pasal 107 avat (2) dan Pasal 293 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terhadap frasa “sieng hari” bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunvai kekuatan hukum
mengikat sepanjang tidak dimaknai “sepanjang hari”

3. Memerintahkan pemuatan  putusan ini dalam Berirg Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya

Atau apabila Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain,
mohon putusan Yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)
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Hormat Kami,

Para Pemohon

Pemohon I
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